
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalarn Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

a. bahwa untuk mewujudkan kesarnaan hak dan
kesempatan yang sarna bagi anak berkebutuhan khusus
dalarn mengembangkan potensi dirinya, perlu
dilaksanakan Pendidikan inklusif sehingga semua anak
mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan
hak asasinya;

b. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif
diperlukan pedoman sebagai dasar kebijkan
penyelenggaraannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusif di Kabupaten Lombok Tengah;
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5507 sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Inodenesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan
Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan
Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/ Atau Bakat Istimewa;

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 Nomor 2);
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten LombokTengah.
2. Bupati adalah Bupati LombokTengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah

sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalahlembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsurpenyelenggarapemerintahan
daerah.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan,Kantor Kementerian
Agama, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan
Dinas atau Badan terkait lainnya.

6. Kepala Dinas atau Badan adalah Kepala Dinas
Pendidikan,Kepala Kantor Agama,KepalaDinas Sosial,
Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, dan Kepala
Dinas atau Badan terkait lainnya.

7. Pendidikan Inklusif adalah sistern penyelenggaraan
Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada
semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus,
hambatan, dan potensi kecerdasan darr/atau bakat
istimewauntuk mengikutiPendidikanatau pembelajaran
dalam satu lingkungan Pendidikan secara Bersama­
sarna dengan peserta didik pada umumnya.

8. Sekolalr/Madrasah penyelenggara Pendidikan inklusif
adalah satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas
Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sebagai
penyelenggara Pendidikan yang menyertakan anak
berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran
secara bersama-sama dengan anak-anak lainnya.

9. Pendidik adalah anggota masyarakat yang berkualifikasi
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan
lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakanpendidikan.

10.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

11.Guru Pembimbing Khusus (GPK)adalah Guru dengan
latar belakang Pendidikan khusus dan/ atau memiliki
kualifikasi akademis, atau kompetensi khusus untuk
mendampingi guru di sekolah reguler dalam menangani
kelas yang memilikipeserta didik berkebutuhan khusus.

MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDlKANINKLUSIFDIKABUPATENLOMBOKTENGAH

Menetapkan
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12. Pusat Sumber Pendukung Pendidikan Inklusif atau
Pusat Sumber adalah suatu lembaga, institusi atau
organisasi yang melaksanakan tugas atau fungsi
membantu sekolab /rnadrasah penyelenggara
Pendidikan inklusif dan masyarakat dalam
menyelenggarakan Pendidikan inklusif.

13. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik
yang mengalami keterbatasan fisik, emosional, mental,
dan sosial atau memiliki potensi keeerdasan darr/atau
bakat istimewa.

14.Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalahsetiap anak
yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
darr/atau sensoris dalam jangka waktu lama dalam
berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi seeara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

15. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik
dengan pendidik dan/ atau sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar.

16. Komite sekolab /rnadrasah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas
sekolah Zrnadrasah serta tokoh masyarakat yang peduli
pendidikan.

17.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaran pendidikan yang meliputi pengawas
sekolah Zmadrasah, penilik, pustakawan, laboran,
pengelola satuan pendidikan dan teknisi sumber belajar.

18. Standar sarana prasarana minimal bagi
sekolah / madrasah penye1enggara Pendidikan inklusif
adalah ukuran minimal sarana prasarana yang
diperlukan oleh tiap satuan Pendidikan untuk dapat
menyelenggarakan Pendidikan inklusif reguler dan
berkesinambungan.

19. Peta Jalan adalah pedoman pereneanaan dan
pelaksanaan lima tahunan untuk perbaikan mutu
pendidikan yang diintegrasikan dengan
perencanaan dan penganggaran rutin di daerah.

20. Peta Jalan adalah reneana kerja rinei, bertahap dan
berkelanjutan yang menggambarkan tahapan
pengembangan Pendidikan inklusif yang
mengintegrasikan pengembangan literasi dan numerasi
sampai dengan tahun 2021.

21. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami dan
rnenggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai
aktifitas, antara lain membaca, melihat, menyimak,
menulis dan berbicara.

22. Numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk (a)
menggunakan berbagai macam angka dan simbol­
simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk
memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam
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Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan inklusif yang
diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. penyelenggaraan
b. pengembangan dan percepatan
c. pembinaan
d. pengawasan dan evaluasi
e. peran serta dan tanggung jawab masyarakat
f. penghargaan dan pendanaan.

Pasal 3

BABIII
RUANGLINGKUP

(1) Penyelenggaraan Pendidikan inklusif dimaksudkan
untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta
didik yang memiliki kebutuhan khusus, hambatan dan
potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk
mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu
lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan
peserta didik pada umumnya.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan inklusif bertujuan untuk:
a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

semua peserta didik yang memiliki kebutuhan
khusus untuk memperoleh layanan Pendidikan
bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya;

b. Mewujudkan layanan Pendidikan yang memfasilitasi
keaneka ragaman dan berlaku adil kepada semua
peserta didik.

Pasal2

BABII
MAKSUDDANTUJUAN

23. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya
disebut PKBM adalahlembaga yang dibentuk dan
diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat/
komunitas.

24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuanisi dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedomanpenyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuanpendidikan
tertentu.

konteks kehidupan sehari-hari dan (b) menganalisis
informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk
(grafik, tabel, bagan, dsb.) lalu menggunakan
interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi
dan mengambil keputusan.
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(1) Setiap satuan Pendidikan yang rnenyelenggarakan
Pendidikan inklusif harus didukung pendidik dan tenaga
kependidikan yang rnerniliki kornpetensi Pendidikan
inklusif;

(2)Pendidik dan Tenaga Pendidikan sebagairnana dirnaksud
ayat (1) rnernpunyai tugas utarna rnendidik, rnengajar,

Pasa16

Bagian Ketiga
Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Pasal 5
(1) Setiap peserta didik yang rnerniliki kebutuhan khusus

berhak rnengikuti Pendidikan atau pernbelajaran pada
satuan Pendidikan tertentu sesuai keutuhan dan
kernarnpuannya

(2) Peserta didik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
rneliputi:
a. Sernua bentuk ketunaan;
b. Harnbatan belajar atau kesulitan belajar;
c. Autis;
d. Epilepsy;
e. Mernilikigangguan motoric
f. Korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan

zat adiktif lainnya (NAPZA);
g. Mernilikilebih dari satu kebutuharr/hambatan
h. Merniliki potensi kecerdasan dan Zatau bakat

istirnewa
i. Masalah sosial dan ekonorni;
j. Korban kekerasan; dan
k.Korban bencana alarn darr/atau bencana sosial

(3) Krieteria peserta didik sebagairnana dirnaksud ayat (1)
ditetapkan oleh lernbaga atau ahli dalarn bidang
tersebut;

(4) Peserta didik yang rnerniliki kebutuhan khusus yang
belurn rnernungkinkan rnendapatkan layanan
pendidikan pada satuan Pendidikan penyelenggara
Pendidikan inklusif dan atas saran ahli dapat rnengikuti
pendidikan pada satuan pendidikan luar biasa.

Bagian Kedua
Peserta Didik

Pasal4
(1) Penyelenggara Pendidikan inklusif adalah sernua

jenjang satuan pendidikan dasar rneliputi:
a. Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah; dan
b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

(2) Penetapan satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan
inklusif sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dengan
Keputusan Bupati.

BABIV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Pelaksana



( 1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif
menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di
sekolah umum;

(2) Memperhatikan keragaman kebutuhan peserta
didiksekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat
melakukan penyelarasan kurikulum reguler
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Penyelarasan kurikulum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Tim pengembang kurikulum
tingkat sekolah.

Pasa18

Bagian Keempat
Kurikulum

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam
penyelenggaraan Pendidikan inklusif, Pemerintah Daerah
dapat:
(1) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, bimbingan

teknis dan pendampingan atau kegiatan lainnya yang
sesuai kebutuhan secara sistematis dan
berskesinambungan;

(2) Membentuk gugus inklusif atau pusat sumbersebagai
wadah berbagai pengetahuan, pengalaman, dan
keterampilan bagi guru kelas, guru mata pelajaran dan
guru pembimbung khusus tentang pembelajaran
inklusif;

(3) Memfasilitasi kegiatan guru kunjung dari sekolah luar
biasa ke gugus inklusif atau ke sekolah penyelenggara
Pendidikan inklusif

(4) Memfasilitasi peningkatan kualifikasi bagi guru kelas,
guru mata pelajaran untuk melanjutkan pendidikan ke
program Pendidikan inklusif.

Pasal 7

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
mengevaluasi peserta didik pada satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan inklusif;

(3)Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana
dimaksud ayat (1) meliputi guru kelas, guru mata
pelajaran dan bimbingan dan konseling;

(4)Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana
dimaksud ayat (3)harus:
a. Menyusun rencana program pembimbingan bersama

guru kelas dan guru mata pelajaran;
b. Melaksanakan program pembimbingan bersama

guru kelas dan atau guru mata pelajaran;
c. Melaksanakan evaluasi program pembelajaran

Bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.
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Pasal tu
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1. Penyusunan Peta Jalan Pendidikan Inklusif
dimaksudkan sebagai dasar dan/ atau acuan dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi program dan kegiatan pendidikan inklusif
dalam mengintegrasikan pengembangan literasi dan
numerasi di Kabupaten LombokTengah;

2. Peta Jalan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai acuan oleh OPD terkait
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Periode pelaksanaan Peta Jalan Pendidikan Inklusif
sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Tahun 2019 -
2021 dan bila dipandang perlu dapat diperpanjang pada
periode selanjutnya;

4. Pelaksanaan Peta Jalan Pendidikan Inklusif dengan
segala aspek yang ada di dalamnya diuraikan lebih detil
dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya;

5. Pembentukan dan penugasan kelompok kerja (Pokja)
Pendidikan Inklusif sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari pelaksanaan Peta J alan Pendidikan
Inklusif ini diatur dengan Keputusan Bupati;

6. Peta J alan Pendidikan Inklusif adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Untuk mendukung pengembangan dan percepatan
penyedian layanan Pendidikan inklusif secara merata dan
bermutu,disusun Peta Jalan Pendidikan Inklusif sebagai
berikut:

Pasal 13

PENGEMBANGANDANPERCEPATAN

BABV

(1) Menetapkan pencapaian Pendidikan inklusif sebagai
salah satu indikator pokok dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

(2) Menugaskan OPDdan atau Lembaga terkait tingkat
daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk menetapkan
indikator pencapaian pendidikan inklusif dalam
Rencana Strategis (Renstra) masing-masing;

(3) Menugaskan OPD dan atau Lembaga terkait
melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan
fungsinya untuk mendukung pencapaian tujuan
penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pendidikan inklusif
secara sistematis dan berkesinambungan, Bupati harus:

Pasal 12



Pembiayaan Pendidikan inklusif pada satuan Pendidikan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari
Anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,

BABVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pendidikan inklusif;

(2) Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan
Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian
Agama dan OPD terkait lainnya yang terlibat dalam
Kelompok Kerja (Pokja)Pendidikan inklusif;

(3) Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan inklusif
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian
Agama dan OPD terkait lainnya yang terlibat dalam
Kelompok Kerja (Pokja)Pendidikan inklusif.

Pasal 15

PEMBINAAN,PENGAWASANDANEVALUASI

BABVII

(1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pendidikan
Inklusif meliputi peran serta perseorangan, kelompok,
keluarga, organisasi profesi, pengusaha, Yayasan dan
organisasi kemasyarakatan lainnya;

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1)
dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan
diantaranya: penyedian lembaga pendidikan atau
sarana belajar, penyedian tenaga ahli/professional
terkait, menjadi relawan sebagai guru pembimbing
khusus, bantuan pembiayaan, sosiolisasi dan
penyadaran masyarakat, pendataan dan advokasi
kebijakan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaanpenidikan inklusif;

(3) Bagi keluarga dan atau kelompok masyarakat yang
memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK)bertanggung
jawab mendaftarkan dan atau memfasilitasi tersedianya
layanan Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan bagi setiap anak dimaksud;

(4) Bagi keluarga dan atau kelompok masyarakat yang
mengabaikan atau mengakibatkan seorang anak atau
beberapa anak berkebetuhan khusus tidak
mendapatkan layanan pendidikan sesuai kebutuhan
dan kemampuannya, dapat dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal14

PERAN SERTA DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

BABVI

('I)
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Pedoman _peIa.~~n~~~~'1per~tl~r~l1 In1 diatur
dengwi. pedcman te~~.
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ilA~X
KEreNTlJAN PENUTD'P
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(3)Sanks] urrtuk satuan Pendidikan diberikan
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{2~Sanks} admmisi.1 ati~~ ~t~_g~i-m~na dimaksud pada... i _

kepada satuan Pendidikan dan atau pihak lainnya
balk perseorangan atau secara bersama-sama yang
.l-! .,~1. 1',..- l--_r-. ~,~.......,,_L-.r.~ __ ~ J ~_p":, _".~_~_~';_.·h_~_._."....__- ~ __k.--._"-!~~ .......r:un~rt meaaxaanazcan l-~~~ / ~-c~ ~~~ ~ua.z;?-,::~~~::...i!;~l~

administratifdapat(1)Bupati

Pasal18

dandan p¬ .iiitl lain.tl.jfs dalarn ~"j~~iibtli'Q_an
~~elatHHi1 1ay~~..n Pend{ttw~n irzk!ug-iJ~

C~ 0:; ~----~ --- ';'_ __ ..f'_ --- ....... -..-- _: -- . 1.::-,P~,-'~i:~,-""~~ rE~'.L"M""Ct\-if DU¥ti-U li..ie.il.U.R:;i~ pci.tgHa;gaaTI s:....'"'.!"'~~ ,1:"-"' ..... ~~

didiY..,.glilu,.. keVd fa sekoI~ h atau satu~rn. Pendidikan
penye1ppgg~ra Pend1.rH1<~11inkl"sif yang berprestasi
dan berkomitmen terhadap penmgkatan mutu
layanan Pendidikan inkluaif;

Pasal 17

bersumher rlRrl pihak penyelenggara, orang ilia peserta.
didik, Pemerintan Pusat, Pemerintah Provmsi,
Pemerintah Kabupaten 0~n. sumber pembiayaan lainnya
yang sah ...sesuai ketentuan peraturan Derunti'::n'lQaIL..... - ' --;;: ~~"-

pada ~tUfui
olen. masyarakat

Pendidikan inklusif
yang diselenggarakan

Pembiayaan
Pendidikan

(2}

Pemerintah Kabupaten, bantuan dar! Orn....t1g tua/wali
peserta didik dan sumber lainnya yang sah dan tidak
rnengikat sesuai ketentuan pel aturan perundangan ..



BERITADAERAHKABUPATENLOMBOKTENGAHTAHUN
2019 NOMOR

H.NURSIAH

Diundangkan di Praya,
pada tanggal

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENLOMBOKTENGAH

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati mi, dengan

dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok

Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Tengah

Pasa120

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



1

I
f
1
I
)
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Bupati Lombok Tengah
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Tanggal
Tentang
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diharapkan sehmgga diperoieh dokumen yang berkuaiiias sebagai daser perencenaan
tehun belikumya.

2021 ssrta ~~ ~Jan untUK rr~wuj1)i~~~ber~ ~.J,rnbefd€ia pe·ridid~~~urrtuk
peningkatan mutu~~1di.d"t~n~iususnyQPsr:~jd~kanirddu~~:da~amko;t~~ p.ernbsngun&n

Penvusu ...- ...O..-k-:=> I...f~- O-~A<....i'f...,... ... l",IA"e.i& K....t..<'~~ .. ! ""'mh._',..a,......",.;h T_k" e-s zr;.;t:> 20"'';~'·J.rr tWwj",Gif) 91~ "",eif~~i J t$1~U""ff\aff 'lin'~W1~ ~l.iM?,,,,,.,,,,,,~·,_Vi i1JfJ1\ J,..},~-ali Ul)~.,i V l~= ~ J

d~h~r~pk~ ?:k~ ~wen ~j Perr;~nf1!~hlk,~rah, DPRD; D~~ P~n~~~f\ Sa1u~H1

bei't{saciaiiai'i sesoaj dengan Iujuan perrtf'idikan untuk semua daiam SDGs~yaitu pada
tahun 2030, menjm'llin b3J'~'a semua anak perempuan dan ~aid..iaki menyeles2ikan

Sejak ~a.8t
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Dilatarbeiakangi permasatanan tersebut oiatas, Pemenntan Kaoupaten
Lombok Tengah yang telah mendeklarasikan din sebagai Kabupaten

Penyelenggara Pendldikan Inktusff dan taros berikhtjar unfuk mempercepat,

serta meningkatkan kuantitas dan kualitas penyeienggaraan pendidikan

rata-rata skor nasional yang mencapai 500.

2). Dan 10 kabupaten/kota, kemampuan berhn:ung(numerasi) siswa kelas

awal di Kabupaten lombok Tengah berada pada urutan keempat

dengan skor 461. SkOTini lebih finggi 17 point dibanding dengan rata­

rata skor Provinsi tetapi rnasih lebih rendah 39 point jika dibandingkan

dengan rata-rata skor nasional yang mencapai 500.

Rendahnya kemampuan fiterasi dan numerasi siswa kelas awal SD di

Lombok Tengah inl berkorelasi dengan masih rendahnya kornoetensi guru

SO di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil uji kompetensi guru tshun 2017

menunjukan bahwa guru--guru SD di Lombok Tengah berada pada urutan

ketujuh dari sepuluh kabupatenlkota yaflg ada dengan nital 50,54. nasi! ini oi

bawah nilai rata-rata provlnsi yaitu 50,63 dan di bawah nHai rata-rata nasional

sebesar 54133. Jika masalah literasi dan nemerasi tersebet tidak tertanqanl

dengan baik akan berdampak kepada meningkatnya angka mengulang kelas,
mening..-..atnyaaogka putus sekolah dan rendahnya angka transisi sekolan.

Masaiah talnnya acatan masih banyaknya anak oerxetnnunan knusus yang

oelum t611amp-ung di sek.olah juga memet1ukan pernatian dan penangan

khusus. Berdasarkan data Dinas Sosial pads Tahun 2017 terdapat 298 (dua

ratus sembUan puiuh defapan) anak berkebutunan khusus yang betum

teiiamp'..lng di bangku sekotah.

1,i Latar Beiakang

Hasil penilaian kemampuan mernbaca (Uterasj) dan bemitung (numerssi)
siswa ketas atrial yang d!!akukan Pusat Penllaian Pendid!kan (Puspendik)

Kemdikbud dan Indonesian National Assessment Program (INA?) tahun

2016 menuniukan hasil sebaqai berikut:

1). Dan 10 kabupaten/kota, kemampuan membaca (irterasi) siswa kelas

awal oi Kabupaten Lombok Tengah baraoa pada urutan ketujuh dengan

skor 427. Skor ini !sbih tinggf dua point dibanding denga'1 rata-rata skor

Provinsi tetaoi masih lebih rendah 73 ooint iika dibandinokan dencan, ,.., - -

BASi

PENDAHULUAN



1A Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah­

Oaerah Tmgkat 11Datarn Wi!ayah Daeran-Daerah Tingkat ! BaH,Nusa

Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timer (Lembaran Negara Tahun

1958 Nomor 122, Tambahan Lemoaran Negara Nemer 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan

Pembangunan Nasionai (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lernoaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4031);

4. Undang-UnaangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintah Daerah

(Lembaran Negara Republjk indonesia Tahun 2014 t-torrtOr 7,

Tambahan Lembaran Negara Repubfik lndonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Republik indonesia Nemor 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilltas (Lembaran Negara RepubJik lndonesia Tahun

2016 Nomof 69)

2) Sebagai acuan untuk memobihsasi berbagai sumoerdaya

pendldikan untuk peningkatan mutu pendldikan datam konteks

pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

1,3 Ruang Ungkup

Ruang Hngkup penyusunan Pem Jaian Pendidikan inklusi Kabupsten Lombok

Tengah Tahun 2019-2021 ini adalah foy~ kspada m2fasi dan numerasi.

dalarn menyusun tsh~! perencanaan pe-ngembangan program

literasl dan nurnerasi di Kabupaten Lombok Tangah Tanun 2019-

2021,

1, Maksud

Penyusunan Peta Jatan Pendidikan Inklusif Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2019-2021 dtmak&Jdkan sebagai salah satu ookumen
perencanaen tentaog program Hterasi dan nernerast

2. Tujuan

Penyusunan Peta Jalan Pendidikan Inklus! Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2019-2021 bertejusn:
1) Sebagai acuan bagi PemeJintah Daerah, OPRD, Dinas

Pendidikan, Satuan Pendidikan dan pemangku kepentingan lain

inklusif melalui penyusunan Peta Jaian Pendidikan lnklusif fokus kepada

Literasi dan Nurrerasi Kabupat€o Lombok T€flgah Tahun 2019~2021.

1.2 Ma,i<sud. Tujuan

'.



Kedudukan, Susunan Organisasij Tugas Pokok dan FlIngsl Dimas

Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

13. Peraturan Bupati lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentanq

Istirnewa

10. Peraturan Daerah Nomer 2 tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten lombok Tengah

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daeran Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016 Nomor2).

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Peranqkat Daerah (Lembaran Daerah !,,~bupaten Lombok

Tengah tahun 2016 Nomor 5).

12. Peraturan Supati Lombok Tsngah Nomor: 39 Tahun 2013 Tentanq
C~i">.dirl;I".........I,('hUM-U~A~ ... Lavanan VI-.u· 'RU' '''''• """ ...... fi.CUi nol. i::> ''''' ""~l ""-y .... ,..... , i"\.H ... .:;>

Tentang Pengetolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)

8. Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah Nomor 19

Tahun 2005 ientang Standar Nasionai Pendidikan (Lernbaran Negara

Republik indonesia Tshun 2015 Nomor 45)

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasbnal Repubtik Indonesia Nemor 70
Tahun 2009 Tenwng Pendldikan inklusif Bagi Peserta Didik yang

Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan danJatau Bakat

6. Peraturan Perneriniah Republik indonesia Nemer 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, PGng6fidaiian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Renoana Pembangunan Daerah (Lerobaran Negara

RepubJik indonesia Tahun 2008 NOIT:>Or21)

7. Peraturan Pemsnmah RepubHk Indonesia Nomor 17 Tabun 2010

, .'



pendldi~..anyang rasio minimal jumlan peserta didik ternadap

gurunya adafah 20: 1.

17Pasa!Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

orang siswa per guru,
Hal ini berarf tefah C'dkup sesuai, karena manum! Psraturan

bahwa rasio siswa temadap gum SO d~lombok Tsngah aoalah 16

PNS. Dengan meHhat jumJah siS"wadan guru dapat diKatakan

8-9.741orang siswa. tersedia guru oobanyak 5.710 orang terdiri

sebanyak 3.930 rornbet Jumlah ruang kelas 3.768 luang. denpan

Kabupaten lombok Tengah sebanyak 597 SO, dengan rind.an 575

Berdasarkan data pokok pendid!kan tahun 2017 ium!ah SD di

danpengetahuansW-.ap,pengembanqanberuparnasyarakat

umukPoodidikanmenoogan.pendidikan

pendidikan inklusif, serta gugus pendidikan in!dusif.

Lombok Tengah khususnya Pendkiikan inkiusif. ter~ebih dahuiu d~ambarkan

BASH



peserta Gidik sebanyak 1.387 orang (SD, 1.120 orang dan SM? 267

menyeienggarakan pendidikan !ntdusif adaJah sebanyak 138 sekolah,

yangjumiahtahundenganjenjang.

2012
pernenuhan hak pendidikan bagi warpa masyarakat,

bermutu". Undan9d ..mdang initah ya~.g meniaill casar yang kuat tentang

~ f (" \ ~I,~ "~_~_""'-.:, warca neoar a"'" aya. ,; m-enes-a~n ~"_y _. ~- "-;:1C<'"

yang sarna untuk mernperoleh pendidikan yang• Inat<rnernpunyai

Undang-Und~!g Nomor 20 Tahun 2003 Tenta.f1Q g~em Pendidikan

rr~·rt,}~~ k$~rr~tan kepada semua peserta dkHk yang memmk~

kelalnan dan mernlliki porensl kecerdase1n dan afau bakar lstimewa

untuk mengikuti pendidikan atau pembelejaran dalam satu Hngkungan

Pendidik..aninkJusif adatah sistem penyekmggara.an poodidikan yang

profesi apabiia mengajar di saloon par.dknkan yang rasio minimal

bahkan sangat jauh darj norma yang seharusnya. Karena menurut

bahwa ra~io sis-wa terhadap guru SMP di Lomb-ok Tengah adalah

2.470 orang terdiri

balk 30 unIT,rusak ringan 52 unit dan rus~l{ berat 26 unit

SMP m Katr.JpaTen Lombok Tengah seoonyak 169 SMP~ dengan

rincian 89 SMP Negeri dan 80 SMP Swasta Jumiail rombonqan
beiajar (mmbei) sgbanyak 1,089 rombet Jumfah wang ketas 1,091

2017 jumfah Jumiah

• r.'

, ,



Th},4).

74,90% reaHsasi 78,31%

pencapaian adal'&; sebagai bei"l"kuf:

1). indikator PAUD Terakreditasi, target 6,89% rea!jsasi 6.92%
2). lndikator capaian sarana dan prasarana pendidikan dasar

Dati 6 (enam) target indikator Renstra sampai dengan tahun 2017

teiah dicapai olen Kabupaten Lombok Tengah hingga akh~r tahun 20 i7.

t yn..··k mQ---~mba..rL<=l<",r""nan:::. Iavanen Dinas Pen,A";.i.cm_.i.K.a.i1_ KabuoatenV •.Ul. .·,.·",Hoogl. ~~! ru 'i"" ~J ... _ ~ \,n ,P., ¥'-" ....

anakbag!khususnyaaktifyangmengajarbelajarkegiatan

pengetahuan. penguas-3an mater-i, teknik mengaiar, imeraksi guru dan

kuaiitasPengembangan gugus dimaksudkan
2.3

guru pacta umurrmya. Tugas khusus itu adaJah tugas yang berxaitan

menjembatar» kesut!tan ASK dan gum keias/mapet datam proses

bertugasyangtuar biasakualifikasulatar beiakang

yang berkebutuhan khusus terdapat 79 orang guru pem~mbing khusus
r!.:ov\ G~m~I".Dm.....;mh;n. .....khusus ~i,.,.~~ GPv ~,l~·l....h n~'''i'u~nn w~m. iII'k,'\~, '~j#' _ ...._ t"'- ilUHil J....-~§~ M _u ~-ta_ ~....d1',.",IC:!Qf:: :;;fU1~ $_ ~ If'_!f_",." #OJ-

orang}. Untuk menunjang proses be!ajar mengaJar bagf peserta didik



hukurnBelum
pengembangan Pendidi~, inklusif

rnasyarakat, Guniausaha, dan organisasi soda~masyarakat dalarn
5.

ternadap layanan Pendid~an.

Pendidikan inkiusj! dan terbatasnya akses anak berkeoutuhan

Masin4.

berkebutuhan khusus

3. Masih rendannya kompetensi guru, khususnya dalarn hal

2.
1.

di Lombok Tengah ada13h sebagai oorfk.ut :

Isu strateg~sterkait dengan program ~ngembangan pendidikan inktusrr

2.6 lsu-isu Strntegis Pendidikan tnklusif, Uterasi dan Numerasi

angka 500.

dengan rata-rata skor Provinsf tetapi masih lebih rendah 39 point

kelas rer,<i-andj Kabupaten Lombok T€ngah berads pada urutan

2). Dan 10 kabupatenlkots, kemampuan berhitung {numerasi} siswa

jika dibandingkan dengan rata-rata skor nasional yang mencapai

500.

ketujuh dengan skor 427. Skor Inl ievln vnggi QUapoint dibanding

dengan rata-rata skor Provinsi teiapi masih lebih rendsh 73 point

1). D'" 0 k 'q .a. Ik' , '('" .~.. _ an }-_ .ffiO;..paten .'Dta, KEmampuan memoaca. m:_erast} s!swa

Berdasarkan hasH penilalan Indonesiart National Assessment Program
2.5 Pencapatan indikator Uterasi dan Numerasi

','

, ,



Semua satuan per~idikan penyelenggara
per.didikan Lflkiusit menwkt program
keij-asama d&r',ganm85'jaraka!

•IWiiS.'1ingkatnyaparusipasi masyarakat dalam
Ipenyelenggaraan dan pef\..geffibangan
! Pem:n~an inttiusrr.'

5

Semua satean pendid~kanpenyelenggara
pa~~ m~ TrtSfnatlum standar
sarpras penyelenggarssn Pendidiksn
inkiusff

Jumla_hpeodidik dan tefl..aga kependidikan
yang memilild kemampuan mengidentffikasi
dan mena.""~aru anak befkebutunan khusus

Nila! rata-ra'i8 literasi ~ya keias awal di
sekoiah ~·=welenggafa Peod!diKaI'l fl'lkiuslf
n'.asuk 5~sar ~'1 nil~lrata.·ratanumerasi
masuK3 besar rera

JU1i"Ja~ASK usia sewa'1jenjar';g SD1M1
yang meng~ ~amln penclidlkan
menca.ooi 90%

f :==l=::~~/;:~~:1=~k~~n
t mengit1~-ntiftk£t$fdan men~r..garuanal(
I~rkeb'!Jiuha,! khueus

2

i

SASARAN 20211 TUJUAM
I

NO

PENGEMSANGAN ?END!D~KAN INKLUSIF
KABUPATENLOMSOKTENGAH

TAHUN 2:019 - 2021

memberikan layanan yang berKuaHtasbagi anak-anak b-erke-butuhankhusus

termasus di dalarnnya

dan beroaya saing secara giobat

kuaiitas pendidikan dan tefWujudnyameningkatkandasar guna

pencfidikan inkfusff Kaoopaten lombok Tengah aaaian "T61wujudnya
Masyara~ Lombok Tengah Yang Benman, Sejahtera dan Bermutu".

3.2 Mis}

Seoogaimana vis! Bupatl dan VVakUSupan Lombok Tengan, vlsl peta jalan

3.1. VlSi

VISf M!S! TUJUA.N DAN SASARAN,

HAsm

"



Terthm}ta Pe~Ufan D-aer~hterrtang
peny~2!'¥'~a(aOOPer;.c..kJ~~n

Adafly£a reg~i~s~d~rah ~--=bagaip-ayung
hukum ~yelengg._:M~n Peooidikan

Jumiah ABK usta sekt"!-!ahjenjang SulMj
yang mengakses iayanan peOOldman
mencapai90%

Mecingkatnya jumlah ASK yang
mer0~n fayananPw.6,~kan

SASARAN 2021TUJUAN~NO



Khusus (GPK)

6. Pemerataan dan p:-eningk~tanjUrPJah sarana dan prasarana pendukung

inkiusif

2.

pengembangan pendidikan inklusrr ke semua gugus. -

Ke dapan akan dHaksanakan beberapa iangkah strategis. antara fain:

ASK

FKADK. Dinas Perpustakaan meiffiui pengadaan buku bacaan khususnya

dapatdin!tebihPcsyandu

penyelenggaran Pend~d~kanjnklusrr.

mutu

memHiki keterkanan dan tanggungjawab baik fangsung maupun tidak

4.1 Sinergi Antar Pfogram

".



inkfusif yang febfh mereta dan bermutu.

Pendidikan dalarn penyelenggaraan dan pengembangan Pendldikan

petemoacaan Lembaga lOt diharapkan menjadl mltra strategl$ Dinas

keberhasilanmendukungdaiamfungsidan

Sampai Tatum 2018 isfan o1latm 33 orang guru, kepala sekolah dan

pengawas untuk rr-tenjadiFasih1~~ Dasrah rneialL..jprogram Guru BAlK

dan program SETARA {Pendidikan inkiusif}. Untuk meningk~l<an peran

3. PetembagaanFasmtator

Pendidikan lnkluisif.

fainnya dalam pefayanan aoak oorKebutuhan khuSt-lS(ASK).
Penguatan KKG/Gugt,J's6i!2-kukanmej~uj beberapa penoekatan antara

lain: peningkatan kuatitas sarana dan prasarana, psn~ngkatan kuailtas

program dan manale.'TIsn pengeioiaan gugu~ dan guru kuniung untuk

pencawas. PeningKatan dsnaksud, antara lain: penquasaan materi,

Penguatan KKGfGugus dhr~ksudkan untuk fj't,gnmgKatkanfungsi dan
kua!ii~~ k~iatan yang di~sjer.~~arakgn cl@h ~~ap gugus sebagai

2.

dimaksudkan untuk. mernudahkan koordinasi dan memberi nJ8n9 bagi
BP2KB,

Pendidikan, Dinas Kesebatan, Dinas Sosial, Dines Perpustakaan dan

4.3 Penguatan Kelemoogaan

1. Pembentukan KeiompoKKerja



(4) Teian dibootuK 3 KKG inidusif, yai!u KKG inhlusif Kecsrnatan

Tim"'''\1 t ,U,)

(3) Pusat st"mber beJjumJah3 !Jon (Praya, Praya Sarat dan Pn:~ya

Penyelenggara Pendidikan InkJusi Kabupaten Lombok Tengah

PemmjukanTengahKabupaten

(2) Keputusan KepaJaDinas Pendidikan Pemuda dan Oishraga

(1) PeraturanBup~ Lombok T~ngah Hornor 39 Tahun 2016 tiHltang
Pendidjkan Khusus dan P~didikan tayanan Khusus

mernperkuatuntukdlhasiikantelanyangregulasiBeberapa

sebanyak 79 orang dan guru kunlung sebanyak 39 orang.

tahapan utama. Setap programJkegiatan dijelasr.an secara komprehensif yang

paraJG~ms,"'Iingkatkan KuaJitas titerasi dan numerasi siswa, maka dirancang

, ..



2019-2021Gu{f.JS lnkulusrr
berfr..l;.~ secara
efeklif
meiaKsanakan
kegiatan

pef"andan
ftr.gsieya

P'okja 2019
~arJ

2019Juknis aljadikan
pedomaa teknis
Penyalenggaraan
Pendi~~ trr14usif

G~, iF> "'''''njeroll: ef f,.J~~ fH¥" _

oossrOan
psdoman
?eny~'lOO;;raan

Kept."iusan Bup-aU
tenrang Pcl~a
Pe."1did.'kan ~

Kelompok Kerja
IP~I' \ n .-.'.~. \;lJ(ja, .enOICll<m
tnkiusff tingkat
Kabupaien
Pembent'tikan Tet"'&..offianya6
Gugus Pendidikan I GUj,,~ F'-endi>f.-ili;'

1 Dakume.'1 Ju~njs

Per,guatan
i<ef~

2

Pe."1)'usunan
Juknis
Penyelenggara...~

I P?11~dma,'1 !nWua'f
PernbernUkan

Ptr-n"ft4.~fj 1Dokw.r.~
P~up. ~P.
Penye{aqggaraan
Fen5ttlW:m IDk1usif

?~n
kepijakan clan
reguiasi tentang
~wJGusi

1

ditetapkan. kegiatao dan indikaror sebagai be(ikut
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Kabupaten Lombok Tengah_ Komponen-kompcnen kunci senagai indikator

ketercapaian sasar-an peda 5el4ap tahunnya diuraikan da\am gambar berikffi.

literasi dan numerasl siswa ketas awal khususnya dan slswa SD1MJsecara se



Melalui berbagai str8tegi. seperti penguatan kernjakan dan regu!asi tentang

pengemnangan ~'1didtkan inklusjf.

dan terbatasnya akses anak berkebutuhan terhsdap layanan Pendidikan.

3. ~/.asihrendabnyakompetensi guru, khususnyadaiam r.ai mengdentifikasi

tsrutama eli sekc!ah penyeier,ggara PendkHkan inkIusif

2. Masm rendahnya kemampuan frterasi dan nemerasi Stsv1l8 kelas awat,

1. Masih banyak i\BK yang betum mendapatkan fayanan pendidikan

bersinergi dengan Dinas Pendidikan dalam mernuiudkan Pendidikan Inkiusif yang

Sejumiah lssu ten16iig penyeier.ggaraan Pendidlk&n Inkiusrr termasuk tarttangan

dan hamb~~n m~~h mem~iuk.an pgnanganan yang fsrnh maksimal terutams

Peta Jalan Pend~dikan fnkiusit ini merupakan penjabaran secara tskois dari tujuan
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Strategi lain yang akan dilakukan adalah dengan membentuk Kelompok Kerja

Pendidikan Inklusif Kabupaten Lombok Tengah dan penyusunan regulasi sebagai

landasan dan payung hukum pelaksanaan percepatan pengembangan Pendidikan

Inklusif di Lombok Tengah.


